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Menolong Korban Kecelakaan Dapat Dipidanakan, Pemohon
Ajukan Pengujian UU LLAJ

Jakarta, 2 Oktober 2023 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil Kitab UU
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) terhadap UUD 1945 pada Senin
(02/10), pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan
nomor perkara 114/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Leonardo Siahaan, S.H. norma yang diujikan adalah
Pasal 531 KUHP dan Pasal 312 UU LLAJ.

Menurut Pemohon, Pasal 531 KUHP menegaskan seseorang yang melakukan pertolongan korban
kecelakaan apabila dapat membahayakan korban dan bagi orang lain, maka yang melakukan pertolongan
dapat dipidanakan. Sehingga norma demikian tidak memberikan apresiasi dari tindakan nurani seseorang
yang menolong korban kecelakaan atau mengecualikan pertanggungjawaban spontanitas yang timbul dari

naluri kepedulian membantu sesama yang membutuhkan pertolongan.

Sementara terkait dengan Pasal 312 UU LLAJ, Pemohon memaknai bahwa seseorang tidak diberikan
kesempatan memberikan penjelasan tidak melapor segera ke Kepolisian apabila seseorang tersebut berada
di lokasi kecelakaan dan melihat suatu kecelakaan. Jadi, menurut Pemohon ada keselarasan antara
ketentuan pada Pasal 531 KUHP bahwa menolong korban kecelakaan bisa dikenakan pidana dan pada
Pasal 312 UU LLAJ frasa ‘tanpa alasan’. Jadi, kalau ada orang melihat korban kecelakaan tanpa melapor

dapat pula dipidanakan.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK menyatakan frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya
atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya” Pasal
531 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Kemudian menyatakan
frasa “tanpa alasan” Pasal 312 UU LLAJ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum
mengikat.(MHM)
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